
a.Standar Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Akreditasi Penjamin Mutu Badilum untuk
Pengadilan Negeri Kelas IB yang awalnya hanya 159 (seratus lima puluh
sembilan) berubah menjadi 229 (dua ratus dua puluh sembilan), sehingga
diperlukan kerja keras untuk menyelesaikannya.

b.Masing-masing Koordinator Area dimohon agar memenuhi eviden yang ada di
checklist.

c.Beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti , diantaranya :
1)Tidak tersedianya perangkat komputer di Ruang Posbakum.
2)Checklist petugas kebersihan lingkungan harus diupdate.
3)Penetapan status BMN masih dalam proses, harus dilakukan pencarian

Barang Milik Negara yang tidak ada.
4)Laporan Lembar Kerja supaya dikerjakan dan dievaluasi oleh atasan

langsung.
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DIBUAT
NOTULIS

TANDA TANGAN

NOCATATAN
d.  Hasil Monotoring dan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat dan Survey

Persepsi Korupsi :
1)Evaluasi terhadap nilai terendah pada survey kepuasan masyarakat Indeks

Persepsi Korupsi
2)Nilai terendah pada Survey /kepuasan Masyarakat ada pada biaya/tarif dan

nilai terendah pada Indeks Persepsi Korupsi pada transparansi biaya
3)Nilai terendah pada kedua survey tersebut sama yaitu menyangkut

masalah biaya
4)Tindak lanjut yaitu pemasangan banner biaya tarif yang lebih jelas agar

mudah terbaca oleh para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bantul
(sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.

2.   Wakil Ketua :
a.Sambil menyusun ZI sebagai target  prioritas, diharapkan supaya masing-

masing bagian juga mengerjakan checklist APM.
b.Pembagian LKE APM terbaru, masing-masing Koordinator Area untuk segera

ditindaklanjuti.
1)Area Hakim diwakili oleh Ibu Dewi Kurniasari

Area Kepaniteraan Hukum dan Survey diwakilkan oleh Bapak Eka Surya
Setiawan

2)Area Panitera Pengganti diwakili oleh Bapak Ridwan Nugroho Adhadini
3)Area Jurusita diwakili oleh Bapak Suradal
4)Area Perencanaan, TI, dan Pelaporan diwakili oleh Bapak Wirawan Dwi

Asmara
5)Area Umum dan Keuangan diwakili oleh Bapak Johan Wahyudi
6)Area Kepegawaian dan Ortala diwakili oleh Ibu  Niken Kusumaratrl

Sudarmaji
7)Area Perdata Kepaniteraan diwakilkan oleh Ibu Vironika Sri Yuliati
8)Area Pidana Kepaniteraan diwakilkan oleh Bapak Suharna

c.Pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) APM yang baru Pengawasan Bidang
dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali dan laporannya dibuat per bulan.
Diharap Sekretaris menyiapkan buku pengawasan.

d.Rapat berjenjang pada bidang masing-masing agar dilakukan setiap 1 (satu)
bulan sekali dibawah pengawasan Panitera dan Sekretaris.


